WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 808 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang :

Mengingat :

1.

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Wali Kota
Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor S5 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi,
perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota
Banjarmasin Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12,
Tambahan  Lembaran Negera  Republik Indonesia
Nomor 6760);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021
Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6658);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor S5 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 51);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara T elekomunikasi
Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan
dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

bertugas :

a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi;

b. melakukan  koordinasi dalam  pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi dengan SKPD dan
Instansi terkait; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota
Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 30 Lesember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 808 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

JABATAN
JABATAN DALAM
NO. KEDINASAN DALAM TUGAS DALAM TIM KET.
TIM
1 2 3 4 5
1. | Kepala Dinas Ketua Memberikan arahan kebijakan
Kominfotik Kota pengawasan dan pengendalian
Banjarmasin menara telekomunikasi
2. | Sekretaris Dinas Sekretaris | Memberikan dukungan teknis
Kominfotik Kota dan administrasi dalam
Banjarmasin pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian menara
telekomunikasi
3. | Kabid Informasi
Publik Diskominfotik
Kota Banjarmasin
4. | Kabid Komunikasi
. . . Membantu
Diskominfotik Kota .
. . mengkoordinasikan
Banjarmasin
5. | Kabid Aptika Anggota | Pelaksanaan pengawasan dan
Diskominfotik Kota pengendalian menara
. . telekomunikasi dengan SKPD
Banjarmasin dan Instansi terkait
6. | Kabid Persandian
dan Statistik
Diskominfotik Kota
Banjarmasin
7. | Kabid Penataan Anggota | Membantu pengawasan dan
Ruang Dinas PUPR pengendalian menara
Kota Banjarmasin telekomunikasi dari sisi RTK
terkait keamanan dan
pemanfaatan ruang
8. | Kabid Penagihan dan | Anggota | Membantu pengawasan dan

Pengawasan Pajak
Daerah

pengendalian menara
telekomunikasi dari sisi
penagihan dan pengawasan
retribusi




Kabid Anggota | Membantu pengawasan dan

Penyelenggaraan pengendalian menara
Pelayanan Perizinan telekomunikasi dari sisi
dan Non Perizinan A perizinan pemilikan menara

WALI KOTA BANJARMASIN,

d—

IBNU SINA




